Menimbang

SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu menjabarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah diperlukan
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon
Anggaran  Sementara serta Rancangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2018 Nomor 115);



Menetapkan :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
122);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);

19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Maksud penyusunan RPKD adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Lumajang.

3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan

Kabupaten Lumajang untuk periode Tahun 2022.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas,
Badan dan Kecamatan.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
Kabupaten Lumajang untuk periode Tahun 2022.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

&



8.

(1)

(2)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan daerah yang disusun
dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada
RKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten
Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022;

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
dan mengacu RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022 yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan
rencana kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah:

a.

menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan antar wilayah, urusan
pembangunan dan tingkat pemerintahan;

mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah;

sebagai dasar penyusunan Renja PD Tahun 2022;

sebagai dasar penyusunan KUA APBD serta PPAS Tahun
Anggaran 2022.



Pasal 4

Tujuan penyusunan adalah:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

menjabarkan kebijakan perencanaan tahunan dalam
pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023;
mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan daerah
antar ruang, waktu, fungsi Pemerintahan maupun tingkat
pemerintahan;

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan
daerah secara efektif dan efisien.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RKPD disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan RKPD
sebagai acuan penyusunan Renja PD.

Dalam hal terjadi perubahan susunan Perangkat Daerah
maka akan disusun RKPD Perubahan.

Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib melanjutkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah ini sesuai urusan kewenangan Pemerintah yang
menjadi kewenangannya.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI LUMAJANG,
ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 46



